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PUTUSAN
Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Mj
A .
Pl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Majene, 10 April
1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Pada
Kantor BKPSDM Majene, bertempat tinggal di Kabupaten Majene.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan
Chaeriah Amalia Ichwan binti lhwan, NIK 7605016209910002, tempat
dan tanggal lahir Sabang, 22 September 1990, agama Islam,
pendidikan D3, pekerjaan lbu Rumah Tangga, Dahulu berada di
Kabupaten Majene namum sampai sekarang tidak diketahui
keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI).
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang
didaftarkan  di  Kepaniteraan = Pengadilan = Agama  Majene, Nomor
94/Pdt.G/2023/PA.Mj tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal
28 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1434 H., yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali
Mandar, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal
10 Juli 2023;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon di Kabupaten Majene selama 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-
masing bernama:
a. ANAK | (umur 10 tahun)
b. ANAK II (umur 8 tahun)
Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam
pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun pada
awal bulan Februari tahun 2016 rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis
lagi yang disebabkan:
a. Orang tua Termohon sering kali mencampuri urusan rumah tangga
Pemhon dengan Termohon.
b. Termohon sering berutang di tetangga bahkan mengambil uang
pinjaman di Bank, Adira Finance, Pegadaian, Koprasi tanpa sepengetahuan
Pemohon.
C. Bahwa Pemohon sering menanyakan ke Termohon untuk apa uang
pinjaman tersebut"? namun Termohon mengelak dan menyatakan tidak
pernah mengambil uang pinjaman di Bank namun nyatanya penagih sering
datang kerumah untuk menagih tungjakan Termohon di Bank.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2017, Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang sudah
tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI);
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon
berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 4
(empat) tahun 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Termohon;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon, Chaeriah Amalia Ichwan binti Ihwan, di depan sidang
Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider :
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon yang maksud dan
tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, terkecuali tuntutan yang mengenai
nafkah anak dicabut oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
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1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balanipa,
Nomor: XXXXXXXXXXX Tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan
paraf Hakim;
2.  Fotokopi Surat Keterangan Gaib, Nomor XXXXXXX, tanggal 10 Juli
2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae,
Kabupuaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
B. Saksi:
1. SAKSI |, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Balanipa kabupaten
Polewalimandar;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua
orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama sejak tahun 2018 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi menjalankan peran sebagai suami dan istri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Termohon berdomisili
dan Saksi juga pernah mengetahui Pemohon telah mencari keberadaan
Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak menafkahi lagi

Termohon;
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- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali merajut
rumahtangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI Il, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Balanipa kabupaten
Polewalimandar;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua
orang anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka
tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan saat ini Pemohon dan
Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 dan sejak itu
Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan peran sebagai
suami dan istri;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di
rumah orangtua Pemohon sebanyak tiga kali;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana saat ini Termohon berdomisili
dan Saksi juga pernah mengetahui Pemohon telah mencari keberadaan
Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak menafkahi lagi
Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali merajut
rumahtangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
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ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin
sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019,
tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/lzin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga
proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat
kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan
Agama Majene;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon
tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi
sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82
ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon
berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-
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Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal | angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta
penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon menyatakan tempat
tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a
qguo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkkan telah menikah dengan
Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi
pertengakaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Majene
memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertimbangan tersebut
dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka
terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima
gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar
Pengadilan Agama Majene memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene
dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Orang tua Termohon sering kali mencampuri
urusan rumah tangga Pemhon dengan Termohon dan Termohon sering berhutang
tanpa sepengetahuan Pemohon. Akhirnya sejak tahun 2017 antara Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak

menyampaikan bantahan terhadap gugatan Pemohon, sehingga Termohon
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dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan
Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena
perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk
membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti
yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI | dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh
karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki
nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai
berikut;
--bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon
adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2012;
--bukti P.2 membuktikan bahwa saat ini Termohon tidak diketahui lagi
keberadaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan
atas alasan Syigaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan
suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi lex Spesialis dari Pasal 172 Rbg
yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI Il) memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308
dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan
saksi | dan saksi Il yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan
Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh

karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan
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Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan saksi Il yang
saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Termohon serta telah hidup
layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi | dan saksi Il yang
saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan
saksi | dan saksi Il yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta
hukum bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini mereka berdua telah
pisah rumah dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
Selama perpisahan itu Pemohon sudah berusaha mencari dimana Termohon
bertempat tinggal, namun tidak berhasil dan sejak itu perpisaha tersebut Pemohon
dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon
dan Termohon tersebut diatas saksi | dan saksi Il telah mendamaikan atau
menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil
serta Hakim Pengadilan Agama Majene telah menasihati Pemohon agar kembali
rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan
sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 28 November 2012 dan telah
dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak
tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling
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menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh
kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan
dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama
ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi
kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan
Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan
Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi
mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga
putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang
lebih lima tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan
selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada
lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi
adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang
sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut
disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung
dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta,
hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta
memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan
sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga
(vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni
1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak
perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut,

atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan
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menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan
tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah

SWT dalam al-Qur’an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

do> 9 6350 pSin J2zs ] lsiSauid) 1ol pSamiil (o o 15 Ol ailil o
O9Sai poil WY ells (9 0l

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfiKir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur’an surah al-

Baqgarah ayat 227 yang berbunyi:
ole groww alll 918 @Mall lgo s ol o

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan
membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar,
karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk
menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon
tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila
dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan
tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar
rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga
Pemohon dan Termohon telah pecah (/rretrievable breakdown) dan sudah tidak

mungkin untuk rukun kembali (on heel baare tweespalt) sehingga perceraian
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adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan
membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang
pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka
jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan

Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul figh yang berbunyi :

tlasnll cd> (e p 2io dwlasdl e
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara ex
officio menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan
akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum
baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian
merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam
keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap
jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka
perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan
pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz | halaman 83;

4 e ] . L2 1 1 == . Ha TR o = ] sl - |
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Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),
sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami
isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan

Pemohon selama kurang lebih lima tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan

tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup
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alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon
berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon, Chaeriah Amalia Ichwan binti lhwan, di depan
sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal
1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.l. sebagai Hakim Tunggal, putusan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
Tunggal dan didampingi oleh Muallim M., S.H.l. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,
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Wisnu Indradi, S.H.l., M.H.l.

Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.l

Perincian biaya :

- PNBP 'Rp 70.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 300.000,00
- Pemberitahuan Putusan :Rp 100.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
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